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ABSTRACT

The Cases of child sexual abuses are continues to increase over time.
Children are the nation’s future generation who need special legal protection
which is different from adults, because of their immaturity physical and mental
reasons. The legal protection of children is defined as the legal protection to the
children’s freedom and rights which is related to the welfare. The purpose of this
research is to determine how the legal protection and the obstacle factors related
to the crime of child sexual abuse victims in Ngawi. The method used in this
research is empirical juridical approach with descriptive study. The data sources
consists primary data and secondary data. The Data collected from literature study
and interviews. Data were analyzed using qualitative approach, that is primary
data obtained directly from the field analyzed according to the legislations which
is related to the child protection.

The results of the research are: (1) Implementation of legal protection
against victims of sexual harassment in Ngawi Police Territory The
implementation of legal protection against children as victims of sexual
harassment has been in accordance with Presidential Decree No. 36/1990 on the
Convention on the Rights of the Child. Research on the protection of child victims
of sexual violence in polres ngawi year 2013-2015 above can be seen that the
protection given to victims is to receive reports of victims of sexual violence
against children under age so that it is in accordance with the law on child
protection number 23 of 2002 as amended in law number 35 of 2014
(2) obstacles when conducting an investigation The barriers when conducting an
investigation occur because first in terms of collecting evidence for sexual
harassment cases there is no witness other than the victim himself who
experienced it, the two victim's statements are not frankly due to fear, shame,
trauma and the threat of the perpetrator.
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PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa indonesia, mempunyai hak dan
kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa indonesia. Anak merupakan
subyek dan objek pembangunan nasional indonesia dalam mencapai aspirasi
bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan,
yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil
pembangunan bangsa (Arif Gosita, 1985, hlm.123). Mengingat pentingnya peran
anak, hak anak secara tegas telah diatur didalam undang-undang, bahwa negara
menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak, adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana
setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan
anak merupakan perwujudan adanya kedilan dalam suatu masyarakat, dengan
demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang
kehidupan bernegara dan bermasyarakat (1985, hlm. 18). Seiring dengan
berkembangnya zaman, kecanggihan teknologi semakin canggih. Hal ini
dibuktikan dengan banyaknya anak zaman sekarang yang memilih gadget sebagai
teman bermain daripada mereka harus berpanas-panasan keluar rumah untuk
bermain dengan teman sebayanya sehingga anak zaman sekarang lebih memilih
main didalam rumah. Selain faktor gadget, faktor dari orang tua juga
mempengaruhi perilaku anak. anak terkadang merasa terabaikan oleh orang tua

mereka, sehingga anak tersebut mencari kebebasan yang mereka inginkan yang
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membuat anak tersebut untuk melakukan kejahatan, kejahatan yang dimaksud

disini merupakan kejahatan tindak pidana.

Berdasarkan data yang tercatat dalam unit pelayananan perempuan dan
anak polres ngawi, tindak pidana kususnya pelecehan seksual yang menjadaikan
anak sebagai korban setiap tahunnya selalu ada laporan terkait denan tindak
pidana tersebut. Data yang diperolreh, ditahun 2014 tercatat 19 kasus, tahun 2015
11 kasus. Di tahun 2016 mengalami peningkatan, sampai bulan mei terdapat 14

kasus, mengingat belum sampai di penghujung tahun.

Berbicara mengenai kejahatn seksual, sekarang ini kejahatan seksual
terhadap anak-anak marak terjadi dimana-mana sehingga menimbulkan
kekawatiran yang lebih terhadap orang tua yang memiliki anak terutama anak
perempuan. Kasus pelecehan seksual yang dialami oleh anak dapat
mengakibatkan kerugian baik jagka pendek dan jangka panjang,dampak yang
dialami anak korban kekerasan seksual diantaranya psikologis, emosional,

gangguan setres pasca trauma.

Kekerasan seksual terhadap anak justru dilakukan oleh orang-orang
terdekat. Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak (PA), laporan kekerasan
terhadap anak pada tahun 2015 sebanyak 339 kasus kekerasan terhadap anak yang
terjadi dibulan januari-mei. Dari 339 kasus tersebut 50% diantaranya adakah
kasus kekserasan seksual pada anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak kurang
mendapatkan perhatian yang serius. Kasus pelecehan seksual khusunya terhadap

anak masih sering terjadi di Ngawi. Hal ini dibuktikan masih banyaknya korban
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pelecehan seksual yang melapor di polres ngawi. Perlakuan hukum yang diterima
korban selama di polres ngawi merupakan bentuk perlindungan hukum bagi
korban. Selain dibuktikan dengan banyaknya laporan, kurangnya sosialisasi
tentang tindak pidana kejatatan yang dilakukan pemerintah setempat juga

berpengaruh.

RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi:
pertama, bagimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan
seksual di wilayah hukum polres ngawi. Kedua, kendalah yang dialami oleh
penyidik dalam penanganan kasus pelecehan seksual di wilayah hukum polres

ngawi.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan
hukum terhadap korban pelecehan seksual di wilayah polres ngawi sudah

terpenuhi dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dialami penyidik.

Manfaat penelitian ini adalah pertama, manfaat teoritis, dalam hasil
penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa
pada khusunya dan masyarakat luas pada umumnya terkait perlindungan hukum
terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. Kedua, manfaat
praktis, dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan

terkait terkait terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak
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pidana pelecehan seksual bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia khususnya

hukum pidana.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang
dilakukan dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji perlindungan hukum terhadap anak
sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual sesuai dengan konsep
normatifnya atau peraturan perundang-undangan. Pendekatan empiris yaitu
mengkaji tentang kendala yang dialami oleh penyidik dalam menanggulangi

tindak pidana pelecehan seksual.

Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. teknik pengumpulan
data yang digunakan melalui studi kepustakaan, dan wawancara. Teknik analisis
data menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data primer yang diperoleh
langsung dari lapangan di analisis dengan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perlindungan anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Di Polres Ngawi

Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di
dalam Hak Asasi Anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan
perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan
retifikasi Konvensi Internasional tentang Hak anak, yaitu pengesahan Hak anak

melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention
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On The Rights Of The Child (konvensi Hak Anak). Sebagai implementasinya hak-

hak anak yang ada di dalam konvensi tersebut didasari dengan 4 prinsip dasar.

Pertama, Prinsip non diskriminasi Prinsip ini telah sesuai dengan tindakan
pihak polres ngawi ketika menerima laporan tentang pelecehan seksual dengan
korban anak yang dilaporkan baik oleh korban atau keluarga korban. Pihak polres
ngawi tidak membeda-bedakan dari segi pendidikan maupun latar belakang
keluarga. Polres ngawi tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya diskriminasi
karena pada dasarnya semuanya sama dimata hukum sehingga tidak ada

perbedaan dan dianggap sama.

Kedua, Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip tebaik bagi anak
dalam kasus pelecehan seksual polres ngawi yaitu dengan cara merahasiakan
identitas korban karena hal ini penting untuk dilakukan dengan tujuan
memberikan pelayanaan keselamatan dan kenyamanan kelangsungan hidup
korban saat mengalami pelakuan tindak pidana pelecehan seksual pada saat sudah

terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian.

Ketiga, Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan.
Penerapan prinsip ini oleh pihak polres ngawi dalam melindungi korban

pelecehan seksual dalam memberikan bantuan yaitu sebagai berikut:

1. Bantuan konseling yang diberikan oleh pihak polres ngawi yang
bekerjasama dengan seorang pesekiater dengan tujuan untuk mengetahui
apakah anak korban tersebut mengalami gangguan psikisnya. Selain itu

kerjasama dengan pskiater ini juga bertujuan untuk memulihkan kondisi



DINAMIKA HUKUM Volume 9, No.2, Juli 2018

kejiwaan dari korban kesusilaan tersebut. Sehingga konsultasi dengan
psikiater ini dilakukan sebagai upaya rehabilitasi.

2. Bantuan medis juga harus diberikan kepada korban pelecehan karena selain
mengalami gangguan psikis korban pelecehan seksual juga menderita fisik,
misalnya luka akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Sehingga dalam
hal ini korban diminta untuk melkukan tes Visum et repertum.

3. Bantuan hukum yaitu apabila korban tidak memiliki pendamping (kuasa
hukum) sendiri maka akan dicarikan dan disediakan oleh pihak polres
ngawi. Selain itu unit PPA polres ngawi juga bekerja sama dengan lembaga-
lembaga non pemerintah dengan tujuan memberikan pelindungan berupa
pendampingan khusus dilakukan dengan mendampingi korban tindak pidana
pelecehan seksual selama melakukan pemeriksaan di kepolisian hingga
selesai persidangan.

4. Penyediaan rumah aman yang dilakukan oleh pihak PPA unit polres ngawi
bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu dengan cara mendirikan PPT
(Pusat Pelayanan Terpadu) bertujuan untuk menyediakan rumah aman bagi
korban, memberikan perlindungan bagi korban agar tidak menerima
kekerasan dan ketika korban takut untuk pulang kerumah. Rumah aman ini
terletak di daerah karangasri, akan tetapi rumah aman ini belum digunakan
sebagaimana fungsinya, karena sejauh ini dalam kasus yang ditangani unit
PPA polres Ngawi korban biasanya juga ikut pulang bersama orang tuanya.

Prinsip yang terkahir yaitu Prinsip Pemeliharaan terhadap pendapat anak.

Anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan
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perkembangnnya serta dipertimbangkannya pendapat tersebut, artinya bahwa
pendapat anak terutama menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya
perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan (pasal 12 KHA). Proses
keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali
apakah keterangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti apa tidak mengingat
dalam kasus ini anak korban sekaligus menjadi saksi. Secara umum konvensi hak
anak tersebut memberikan jaminan untuk anak tidak dibedakan dalam peraturan
atau lembaga negara, baik anak tersebut dilihat dari agama, ras serta budayanya.
Konvensi hak anak tersebut juga mengatur bagaimana menjamin kepentingan atas
kelangsungan hidup anak. Tidak hanya disamakan di depan hukum yang layak
serta memberikan penghargaan terhadap anak atas pendapatnya sebagai partisipasi
bagi negara untuk mengambil suatu keputusan.

Masalah perlindungan anak korban kekerasan seksual pada dasarnya
adalah sama dengan penegakan hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu
implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal seperti peraturan
hukum dipengaruhi beberapa hal seperti peraturan hukum, aparat penegak hukum,
budaya hukum dan budaya masyarakat sendiri. Data kasus kekerasan seksual di
polres ngawi merupakan kasus yang terkait dengan masalah sosial terutama
perilaku menyimpang dari masyarakat, hal ini menyebabkan kondisi yang bersifat
eksploitatif, berbahaya dan menekan pekembangan fisik, psikologis serta sosial
anak. Hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan dan cita-cita anak pada
masa mendatang. Selain itu anak akan mengalami trauma atau ketakutan yang

mendalam dan mnutup diri dari lingkungan. Adapun langkah yang diambil polres
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ngawi terhadap permasalahan pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban
adalah sebagai berikut:
1. Bentuk-bentuk perlindungan sementara yang diberikan pada korban :

a. Memeriksa saksi,

b. Melakukan visum,

c. Mencari barang bukti,

d. Melakukan konseling,

e. Melakukan penangkapan kepada pelaku.

2. Memberikan sanksi hukuman sementara kepada pelaku.

3. Membuat beriata acara pemeriksaan.

4. Melimpahkan perkara kepada kejaksaan yang selanjutnya diproses dalam
persidangan di pengadilan negeri.

Polres ngawi menerapkan beberapa pasal dakwaan terhadap bentuk-
bentuk tindak pelecehan seksual anak dibawah umur, baik itu pemerkosaan
maupun pencabulan. Pasal tersubut terdapat dalam undang-undang nomor 23
tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014
tentang perlindungan anak. Pasal yang didakwakan biasanya Pasal 76 E jo pasal
82 (1) uu no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas uu no 23 tahun 2002 tentang
perlindungan anak, Pasal 76 D jo pasal 81 (2) wuu no 35 tahun 2014 tentang
perubahan atas uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 76 D jo
pasal 81 ayat (1) uu no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas uu no 23 tahun 2002
tentang perlindungan anak, dan Pasal 76 E jo pasal 82 (1) uu no 35 tahun 2014

tentang perubahan atas uu no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
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Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapat rasa aman dan
tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan
jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu
keadaan

yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan
suatu tindak pidana yang diketahui atau dialamnya kepada aparat penegak hukum
karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertantu.

Kebijakan untuk mengurangi kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai
korban, polres ngawi bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten ngawi
melakukan sosialisai diberbagai sekolah tentang ketentuan undang-undnag
perlindungan anak yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan seksual yang
dialamai oleh anak dibawah umur. Cara yang dilakukan yaitu melakukan
pemantauan, pelaporan, pemberian sanksi, melibatkan berbagai instansti
pemerintah dan masyarakat dalam program penghapusan eksploitasi terhadap
anak baik secara ekonomi maupun seksual.

Penelitian tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual
di polres ngawi tahun 2013-2015 diatas dapat diketahui bahwa perlindungan yang
diberikan kerpada korban adalah menerima laporan korban tindak pidana
kekerasan seksual terhadap anak dibawh umur sehingga sudah sesuai dengan
undang-undang tentang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 sebagaimana
telah diubah dalam undnag-undang nomor 35 tahun 2014. Selanjutnya kepolisian
wajib melakukan penyidikan setelah menerima tentang terjadinya tindak pidana

kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
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Dengan adanya undang-undnag nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah
diubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
merupakan alat hukum yang mampu melindungi anak dalam berbagai tindak
pidana khususnya pelecehan seksual terhadap anak. Undang-undnag ini
menyatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana
sehingga pelaku dapat diajukan ke kepolisian atas pendampingan pihak terkait.
Secara khusus perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual telah diatur
dalam undang-undng nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diaubah dalam
undang-undnag nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, berarti anak
sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual berhak mendapatkan bantuan
hukum dan disembunyikan identitiasnya. Selain dua hal yang disebutkan, ada
pasal yang lain menjelaskan bukan hanya bantuan hukum dna identitas
disembunyikan teatapi ada upaya edukasi tentang nilai kesusilaan, rehabilitasi
sosial, pendamipingan psikososial pada saat pengobatan serta pendampingan
sampai ditingkat pengadilan, agar kondisi anak tersebut tidak mengalami trauma
psikis yang berkepanjangan. Kebanyakan masyarakat tidak memperdulikan
pemulihan kembali masalah fisik dan mental anak, biasanya yang masyarakt sorot

permasalahnnya adalah seberapa lama pelaku tersebut memperoleh hukuman.

2. Faktor Penghambat Proses Penanangan Perkara Tindak Pidana
Pelecehan Seksual dengan korban anak.
Penyidikan tindak pidana kekerasan seksual yang dialami anak adalah

merupakan langkah atau proses awal dari penegakan hukum dalam upaya
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membrantas tindakan kekerasan seksual dengan korban anak sebagaimana
tujuan pembentukan undang-undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah
diubah dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Dalam melaksanakan tugasnya terhadap penyidikan tindakan pidana kekerasan
seksual dengan korban anak ternyata tidak jarang mengalami kendala. Kendala
pertama, mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup. Pada umumnya
kekerasan seksual dengan korban anak yang dialami korban tidak disaksikan
oleh orang lain selain korban sendiri yang mengalaminya. Kedua, Keterangan
korban yang tidak terus terang. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Aiptu
Bambang, “korban biasanya takut dan malu meceritakan kejadian yang
menimpanya, korban tidak mau memberi tahu tentang saksi yang sebenarnyam
dan keterangan korban selalu berubah sehingga hal ini membingungkan dalam
proses penyelidikan.” Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa
korban memiliki rasa takut, malu dan trauma tersendiri atas kejadian yang
menimpanya. Korban tidak memberikan kesaksian karena adanya ancaman
dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh orang banyak, hal ini
dikarenakan korban pelecehan seksual selain menderita fisik, juga mengalamu
tekanan batin yang hebat. Manipulasi dari pelaku sering menolak tuduhan
bahwa dia adalah pelakunya, strategi ini digunakan oleh pelaku dengan
menuduh korban melakukan kebohongan dan membuat rekayasa. Selain itu
anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga tidak layak
dicampuri oleh orang lain. Sebagai korban dan sekaligus saksi dalam perkara

ini seharusnya korban memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan
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pasal 116 ayat 2 KUHAP dan didalam proses penyidikan keterangan yang
diberikan kepada penyidik tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam
bentuk apa pun, (pasal 117 ayat (2) KUHAP).

Ketiga, Saksi tidak mau datang dalam pemeriksaan. Menurut wawancara
dengan Bapak Aiptu Bambang “saksi yang merupakan orang awam yang tidak
mengetahui tentang hukum biasanya menolak untuk melakukan proses penyidikan
dan saat persidangan, alasan mereka adalah takut jik ditanyai sesuatu, takut masuk
penjara, selain rasa takut yang dimiliki saksi alasan lainnya saksi tidak mau
berurusan denga aparat penegak hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat
diketahui bahwa masih rendahnya kesadaran saksi dalam proses penyidikan.
Padahal penyidik telah memberikan surat panggilan yang sah dengan alasan
secara jelas untuk memenuhi panggilan dan wajib datang, sesuai dengan pasal 112
ayat (1),(2) KUHAP.

Apabila saksi tidak hadir dalam proses penyidikan dan telah diberi surat
peringatan, maka penyidik menjemput paksa saksi untuk dapat dimintai
keterangan. Hal ini dibolehkan, sesuai dengan pasal 113 KUHAP “ jika seorang
tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa
ia tdak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu
datang ketempat kediamannya”

Menurut ketentuan pasal 184 huruf a KUHAP keterangan saksi berlaku
sebagai alat bukti yang sah dalam perkara pidana yang berupa keterangan

mengenai suatu peristiwa piana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami
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sendiri dengan menyebt alasan berdasarkan pengetahuannya (pasal 1 butir 27
KUHAP).

KESIMPULAN

Pertama,Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal yang keji dan
merupakan perilaku menyimpang yang terjadi dalam masyarakat, khususnya yang
terjadi di polres ngawi kekerasan seksual dibawah umur sering terjadi dalam
bentuk perilaku pemerkosaan di bawah umur, pencabulan terhadap anak dan
perbuatan yang mengarah pada eksploitasi seksual anak di bawah umur. Selain itu
berdasarkan hasil penelitian kekerasan seksual di bawah umur di polres ngawi
sering dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya
pengawasan dan pemantaun orang tua terhdap anak, rendahnya tingkat kesadaran
hukum, kondisi ekonomi dan sosial yang semakin berubah dalam masyarakat, dan

pelaku yang tidak sadarkan diri akibat minum-miuman keras.

Kedua, Bentuk-bentuk perlindungan pelecehan seksual anak sebagai
korban di polres ngawi menganut 4 prinsip yaitu pertama prinsip non diskrminasi
yang diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan dan tetap memproses kasus
tersebut tanpa adanya pembedaan dari segi apapun, kedua prinsip kepentingan
terbaik bagi anak yang diterapkan dengan cara merahasiakan identitas korban,
ketiga prinsip hak untuk hidup dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan
konseling, bantuan medis dan bantuan hukum penyediaan rumah, dan ke empat
prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak yaitu keterangan anak dalam
memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali karena dalam kasus ini

anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi.
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Oleh karena itu berdasarkan empat prinsip tersebut pelaksanaan
perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan
seksual telah sesuai keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang konvensi

hak anak.

Ketiga, Hambatan-hambatan saat melakukan penyidikan terjadi karena
pertama dalam hal mengumpulkan bukti-bukti karena kasus pelecehan seksual
tidak ada saksi lain selain korban sendiri yang mengalaminya, kedua keterangan
korban yang tidak terus terang disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya
ancaman dari pelaku, dan ketiga saksi tidak hadir di dalam pemeriksaan
disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan

dihadapan penyidik karena mereka tidak ingin terlibat dalam masalah hukum.

SARAN

Pertama, Pihak Polres ngawi dalam melakukan upaya perlindungan hukum
terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual adalah bersifat menunggu adanya
laporan dari korban, maka untuk itu seharusnya melakukan upaya preventif
dengan cara sosialisasi. Selain itu meskipun polres ngawi sudah bekerjasama
dengan pemerintah daerah kabupaten ngawi melakukan sosialisasi disekolah, saya
rasa hal ini masih kurang dan sebaiknya tidak hanya dilakukan di lingkungan

sekolah saja.

Kedua, Kepada korban tindak pidna pelecehan seksual hendaknya

keluarga korban dan masyarakat tetap memberikan dukungan dan tidak
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mengucilkannya sehingga korban tidak merasa trauma yang berlebihan atas

perbuatan yang terjadi pada korban.

Ketiga, Terhadap orang tua khususnya yang memiliki anak perempuan
ataupun laki-laki seharusnya pengawasan terhadap pergaulan anak di lingkungan
sekolah maupun tempat tinggal lebih ditingkatkan lagi supaya anak tidak menjadi

korban atau pelaku tindak pidana pelecehan seksual.
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